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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan anggota Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana desersi adalah: 

a. Faktor Internal 

Kejiwaan/Spiritual 

Faktor-faktor penyebab kemerosotan disiplin yang merupakan akibat 

dari turunnya kondisi mental anggota TNI tersebut antara lain : 

a) Kurangnya pembinaan mental (Bintal) 

b) Krisis Kepemimpinan 

c) Pisah Keluarga 

b. Faktor Eksternal 

1) Ekonomi/keuangan 

2) Hasrat Seksual 

3) Interaksi sosial yang keliru 

4) Kondisi satuan yang tidak kondusif 

2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana desersi yang 

dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

a. Secara Preventif 
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1) Diadakannya penyuluhan hukum disetiap Kesatuan baik terhadap 

komandan maupun terhadap anak buah atau anggotanya dengan 

menegakkan hukum disiplin dan tata tertib di Kesatuan. 

2) Meningkatkan efektifitas pengawasan melekat atau pengawasan 

internal sebagai salah satu fungsi komando. 

3) Melaksanakan program pembinaan personel dan pembinaan mental 

untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan prajurit 

terhadap ajaran agama, etika dan moral serta peraturan hukum dan 

tata tertib. 

4) Meningkatkan hukum secara teratur dengan melibatkan personil 

Badan Pembinaan Hukum (Babinkum), Hukum Daerah Militer 

(Kumdam) dan Polisi Militer (POM). 

b. Secara Represif 

Dilakukan dengan cara menindak si pelaku. Penyelesaian tindak pidana 

desersi di lingkungan TNI dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: 

1) Tingkat penyidikan 

a) Penangkapan dan penahanan 

b) Pemanggilan saksi-saksi 

2) Tingkat penuntutan 

a) Pengolahan perkara pada Badan Oditur Militer (Ba Otmil) 

b) Keputusan Perwira Penyerah Perkara 

3) Tingkat pemeriksaan di persidangan 

a) Persiapan siding 
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b) Pelaksanaan sidang 

4) Pelaksanaan putusan (eksekusi) 

Pidana penjara dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer 

(LEMASMIL) 

 

B. Saran 

1. Pemerintah dalam hal ini yang menjalankan fungsi legislasi sekiranya 

untuk memperhatikan keusangan KUHPM yang dirasa sudah tidak relevan 

lagi digunakan pada saat ini mengingat pertumbuhan, perkembangan yang 

terjadi di dalam tubuh TNI, sehingga diperlukan KUHPM yang baru. 

2. Pemerintah harus lebih memperjuangkan dan memperhatikan 

kesejahteraan anggota TNI yang dirasa kurang sebanding dengan tugas 

dan pengabdian mereka dalam mengawal dan menjaga keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, agar tidak terjadi desersi. 

3. Diupayakan agar setiap angota TNI lebih meningkatkan atau benar-benar 

memahami Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, salah satunya tunduk 

kepada hukum yang berlaku. 

4. Setiap anggota TNI diharapkan benar-benar dapat menegakkan hukum 

disiplin dan tata tertib di dalam kesatuan masing-masing, salah satunya 

meminta ijin atasan/komandan jika meninggalkan kantor. 
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